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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3424/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim  telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus

rumah tangga,  tempat  kediaman di  Kabupaten  Malang,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Subhan,

S.H.I,  M.H,SHEL  dan  Mohamad  Ariful  Huda,  S.H.,

Advokat,  yang beralamat di Perum Bumi Kanjuruhan B-5

No.  16 Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten

Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Juni

2024  dan  telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  Nomor

2642/Kuasa/6/2024/PA.Kab.Mlg Tanggal  27  Juni  2024

dalam  hal  ini  menggunakan  domisili  elektronik  dengan

alamat Email : ahmadsubhanmadiun@gmail.com, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan

wiraswasta,   tempat  kediaman  di  Kabupaten  Madiun,

sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatan  tanggal  27  Juni  2024  telah

mengajukan gugatan cerai,  yang telah  terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Kabupaten  Malang,  Nomor  3424/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg  tanggal  27

Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal  05

Nopember 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan  Gedangan,  Kabupaten Malang, pernikahan tersebut tercatat di

Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercantum dalam Register akta

nikah Nomor : 527/09/XI/2001;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

dirumah penggugat dan tergugat dan juga tinggal di rumah kontrakan;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat   telah  melakukan  hubungan

layaknya suami-istri (Ba’da Dukhul), dan belum karuniai keturunan; 

4. Bahwa  semenjak  tahun  2010  sering  terjadi  perselisihan

pertengkarang  yang  menjadi  persoalan  kekurangan  ekonomi  karena

tergugat memiliki kebiasaan sering minuman keras dan mabuk;

5. Puncaknya di  bulan juni  2011 tergugat  pulang ke kampungnya di

Kabupaten Madiun;

6. Bahwa semenjak semenjak juni 2011 antara penggugat dan tergugat

pisah ranjang dan hingga saat ini tidak kembali lagi;

7. Bahwa  atas  sikap  atau  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak

rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat,

karena  Tergugat  adalah  suami  yang  kurang  memenuhi  tanggung  jawab

sebagai kepala rumah tangga.

8. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi

kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan  Tergugat, serta untuk

menghindari  kemadlaratan yang lebih besar.  Hal  demikian menjadi  salah

satu  prinsip  dalam ajaran Syariat  Islam,  sebagaimana Kaidah Fiqh  yang

artinya ”kemadlaratan /  kesulitan itu harus di  lenyapkan.”  (As Suyuthy, Al

Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu

Hadist Rosulullah  Muhammad  Saw yang  artinya:  ”Tidak  boleh  membuat

kerusakan pada diri  sendiri  dan pada orang lain.”  (HR. Ahmad dan Ibnu

Majjah Dari  Ibnu Abbas).  Oleh karenanya  Gugatan  Perceraian ini  adalah

satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang

lebih besar;
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9. Bahwa  Gugatan  Cerai  ini telah  memenuhi  alasan  perceraian,

sebagaimana  UU  No 1 tahun 1974  Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19

huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), “suami istri

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat

Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dengan  menjatuhkan  putusan  yang

amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; 

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan

berkeyakinan lain mohon putusan yang adil. 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan,  Penggugat  dan

Tergugat  telah  datang  menghadap  di  persidangan  dan  Majelis  Hakim  telah

berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  kembali  rukun,  dan

selanjutnya  diperintahkan  untuk  melakukan  upaya  mediasi  melalui  mediator

dari kalangan hakim yang telah dipilih oleh Penggugat;

Bahwa  berdasarkan  laporan  mediasi  tanggal  11  Juli  2024  ternyata

mediator  berhasil  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat   dan  terhadap

laporan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  membenarkan  dengan

menyampaikan kalau Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan 

perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita

acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82

ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan

2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor   9  Tahun  1975  dalam  setiap  persidangan

Majelis  Hakim  telah  berupaya  untuk  mendamaikan  keduanya,  dan

sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  maka  Majelis  Hakim  telah

memberi  kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi

dimana telah ditunjuk mediator hakim yaitu Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  mediasi  sebagaimana  laporan

mediator tanggal 11 Juli 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah

tangganya kembali dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut

perkaranya dan Tergugat telah menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan

menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271

dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka permohonan  pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat

tersebut  dapat  dikabulkan  dan  Majelis  Hakim  memerintahkan  Panitera

Pengadilan  Agama Kabupaten  Malang  untuk  mencatat  pencabutan  tersebut

pada register perkaranya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  aquo  masuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN
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1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  nomor

3424/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang

untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini

dihitung  sebesar  Rp  529.000,00  (lima  ratus  dua  puluh  sembilan  ribu

rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan

dengan  tanggal  4  Muharram  1446  Hijriah, oleh  kami  Drs.  H.  MUHAMMAD

KHAIRUL, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan SUTAJI,

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis

tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh  ISMAIL,

S.H.,  M.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  dan

Tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

SUTAJI, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
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ISMAIL, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 359.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 529.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.3424/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6


